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GUBERNUR ACEH 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR "t8 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH KEPADA PERSEROAN TERBATAS 
BANK ACEH SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. 3, Pasal 4 serta 
Pasal 5 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan U saha 
Milik Aceh, maka diperlukan penyertaan modal pada PT Bank 

Mengingat 

Aceh Syariah; 
· 

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/ 
2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Pemerintah Aceh wajib 
untuk memenuhi modal inti PT Bank Aceh Syariah; 

c. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 
2021 serta Hasil Analisa Investasi terhadap PT. Bank Aceh 
Syariah oleh Tim Penasehat Investasi Pemerintah Aceh, perlu 
dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada Perseroan 
Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2021; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada 
Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2021; 

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Peru,pahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1103); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3790); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang ... /2 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undartg Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Urtdang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pememerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Pera turan Pemerin tah N om or 12 Tah un 2 0 1 9 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12. Peraturan Pememerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4812) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); · 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 
12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 

16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh 
Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 115); 

17. Qanun ... /3 
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17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 

Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 

2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70); 

18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 

2021 Nomor 2); 

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor · 1) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh 
Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Aceh Tahun 2021 Nomor 42); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH ACEH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH 
SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh 
yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. 

2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 

3. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kepemilikan 
kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
diperhitungkan sebagai modal Aceh pada BUMA yang berkedudukan 
di Aceh dengan prinsip saling menguntungkan. 

4. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut PT. 

Bank Aceh Syariah adalah Bank Umum Syariah milik Pemerintah 
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. 

Pasal 2 

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh dimaksudkan untuk 
penguatan struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, 
mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penghasilan asli 
daerah sehingga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 3 

(1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada PT Bank Aceh 
Syariah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 200.000.000.000,00 
(dua ratus milyar rupiah). 

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 
pemindahan kekayaan Pemerintah Aceh secara tunai dari Rekening 
Kas Umum Aceh ke Rekening PT. Bank Aceh Syariah melalui 
pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 4 ... /4 
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Pasal 4 

(1) Mekanisme pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh Pejabat 
Pengelolaan Keuangan Aceh dengan menerbitkan Surat Perintah 
Membayar atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 
Pengelolaan Keuangan Aceh. 

(2) Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana berdasarkan Surat Perintah Membayar yang 
diajukan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh. 

Pasal 5 

( 1) PT. Bank Aceh Syariah menyerahkan Bukti Kepemilikan Saham 
Pemerintah Aceh sebesar dana yang diterima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1). 

(2) Pemerintah Aceh mendapat deviden atas penyertaan modal 
dimaksud. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Aceh. 

Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal, 2..3 November 2021 

18 Rabiul Akhir 1443 

.......-;t. SEKRETARIS DAE RAH ACEH1> . 

~ 
TAQWALLAH 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal 2.3 November 2 021 
l 8 Rabiul Akhir 1443 

jnusERNUR ACEH,L­
t::.--

NOVA IRIANSYAH 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021NOMOR47 
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